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ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapat
kekhususan di bidang hukum, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang No. 11
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi di tingkat implementas,
masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dan nilai-nilai
budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan masih
rendah. Terkait masalah penergpan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang
khalwat/mesum, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut
permasalahan tindak pidana khalwat studi analisis Qanun No. 14 tahun 2003
tentang Khalwat/mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum khalwat yang diterapkan di
Aceh daam Qanun No. 14 tahun 2003 kemudian membandingkan dengan
pengaturan pelanggaran asusila dalam Pasal 532-536 KUHP. Data yang
terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan analisis
perbandingan pada pokok masalah .

Dalam metode yang digunakan penulis menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Karena referenss utama  dalam
membahas isu khalwat ini menggunakan Undang-undang (Qanun) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga
menggunakan  pendekatan perbandingan (Comparative Approach) yakni
pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara peraturan
perundang-undangan di Aceh (Qanun) dan KUHP. Sudah barang tentu, latar
belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tersebut tidak sama,
tetapi terdapat adanya persamasan yang digunakan di dalam masing-masing
undang-undang tersebut.

Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun
No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila ini
terletak pada segi tujuan pemidanaan Qanun tersebut. Secara umum tujuan
pemidanaan adalah memberikan efek jerabagi s pelaku dan pelajaran bagi orang
lain untuk tidak melakukan hal serupa. Islam mengharamkan segala bentuk
perzinaan dan mengharamkan setiap perbuatan yang mendekati ke arah zina.
Sementara khalwat/mesum merupakan peluang untuk terjadinya zina, di antara
hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut: a)Untuk menjaga kesucian
masyarakat 1slam. b)Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri.
c) Mempertahankan kemuliaan, menjaga kemuliaan nasab, dan menjaga jiwa.
Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi
pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum Qanun tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

be
te

es (dengan titik di atas)
je

ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

cr

€S

es dan ye

es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge
ef
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qi
ka
‘el

‘em

‘en

w
ha
apostrof

y¢e

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

ditulis




D. Vokal pendek

Fathah I [ A

fa’ala
i

zukira
u

yazhabu

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis
ditulis
ditulis




H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

ditulis
ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf'1 (el)

nya.

ditulis
ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Ditulis
Ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penerapan syariat Islam® di Aceh dalam kerangka negara kesatuan
Republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam ranah
hukum. Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai hukum yang berbeda
dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum
Islamnya yang oleh pemerintah diatur terakhir dengan UU No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh
yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18
tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran negara No. 114 tahun
2001 padatanggal 9 Agustus 2001.

Undang-undang di atas pada prinsipnya mengatur kewenangan
yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai Propins Nanggroe Aceh
Darussalam mengatur kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang pengaturan
lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah). Kewenangan
yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan K ehakiman.?

! Mahmud Syaltut mendefinisikan Syariat adalah peraturan yang diturunkan
Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya,dengan
sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, al-Islam
wa syariah, Mesir : Daar al-Qalam, 1966, him. 2.

2 Sirgjuddin, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca
Reformasi (Y ogyakarta, Teras, 2011), him. 59-60.



Salah satu keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan bidang
kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan Syariat 1slamnya
yang mana tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Syariat I1ssam Bidang Akidah, lbadah, dan Syiar Ilam.
Implementasi Syariat 1Sam juga menjadi salah satu upaya penyelesaian
konflik di Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif.
Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak akan selesai hanya sekedar
pemberlakuan Syariat ISsam tanpa didukung oleh berbagai usahayang lain
yang mewujudkan keadilan dan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan
demikian, kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah
bagian dari kebijakan politik nasional untuk membangun perdamaian di
Aceh.

Dengan  demikian  sebelum  disahkan  Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh
kurang lebih sudah mempunyai tiga makna. Pertama, Aceh mendapat
peraturan yang berbeda dalam bidang yang memang sudah diotonomikan
ke seluruh wilayah Indonesia (dengan otonomi daerah). Misalnya jumlah
anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di
Propins lain. Kedua, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur
dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi
kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain).
Sebagai contoh, Aceh mendapat kewenangan tambahan (otonomi) dalam

bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan Syariat Islam sebagai



hukum materiil dan formil di Aceh), selanjutnya untuk melaksanakan
otonomi khusus yang diberikan ini, Aceh diberi izin menyusun Qanun
Propinss Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun
merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-
undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan
presiden.’

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11
tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syariat 1slam yang kemudian didukung
dari beberapa perangkat Lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam®,
Mahkamah Syariat®>, Wilayatul Hisbah®, Pejabat yang berwenang’,

Majelis Permusyawaratan Ulama®, dan instrumen hukum berupa Qanun.’

% Abubakar, Al Yasa', Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di
Bidang Hukum, Jurnal As-Syir’ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,
2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007, him. 3.

* Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas
utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di
Aceh, dan diresmikan padatanggal 25 Februari 2002.

> Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah ( perdata ),
jinayah ( Pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama
yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku
pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

® Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan
mengingatkan anggota masyarakat tentangaturan yang harus diikuti, cara menggunakan
dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

" Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam
dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

8 Lembagaini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama
untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini
bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam
menentukan kebijakan dari aspek Syariat slam.



Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri
terlebih masalah agama. Syariat I1slam bagi masyarakat Aceh adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan
Syariat Islam di Aceh™ tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan
tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang
suku Aceh yang mayoritas muslim. Dari latar belakang yang cukup
panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebaga pedoman
hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala
bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk
dan taat terhadap gjaran Islam. Oleh sebab itu Aceh sampa sekarang
dikenal dengan sebutan ‘Serambi Mekah’.

Daam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun
merupakan Peraturan Perundang-undangan segjenis peraturan Daerah
Propins atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam.
Pembentukan Qanun sebagai instrumen vyuridis untuk pelaksanaan
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta pelaksanaan otonomi

daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara

® Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk
melaksanakan Syariat |slam bagi masyarakat muslim di Aceh.

19 Dasar hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; pasal 3 ayat(2) sub a
UU No0.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama
dan pasal 4 ayat (1) UU No0.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di
daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat 1slam bagi pemeluknya
dalam bermasyarakat.



pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua
lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.**

Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh
bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah yang
dikenal © Serambi Mekkah’ itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa
Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan
sgjak masih berbentuk kergiaan. Namun di sisi lain terdapat indikas
apatisme dan pesimisme masyarakat Aceh terhadap penerapan Syariat
Islam di Aceh. Hal ini terlihat dari sikap setengah hati dan komuflase
pemerintah pusat dalam memberikan otonomi dan kewenangan kepada
pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan Syariat Islam
yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan
Syariat Islam.*

Penerapan Syariat 1Isam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Agidah,
Ibadah dan Syiar Iam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun
2003 tentang Larangan Khamar dan sgjenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun
2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003
tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-ganun tersebut merupakan
Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan

" Sirgjuddin, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca
Reformasi (Y ogyakarta: Teras, 2010), him. 74.

2° M. Djali Yusuf, Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika
persoalan, Refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk Masa Depan, ( Jakarta:
Y ayasan Ulul Arham 2002), him. 79.



hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai
hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam.

Terlepas adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik
antara orang Isam maupun non-muslim, pihak Barat dan Eropa,
sebenarnya hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi pidana
yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Nanggroe Aceh
Darussalam. Hukuman ini telah ada dan diterapkan di negara-negara
muslim ( Islam), seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-
negara lainnya. Anggapan bahwa hukum Islam itu kejam sekali misalnya,
sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis,
sosiologi dan pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya
semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, enforcement pada

dirinya. Hal ini justru disebutkan sebagai upaya preventif'®

, baik preventif
khusus maupun preventif umum bagi terjadinya tindak pidana dalam
masyarakat.™* Proses eksekusi cambuk dilaksanakan di Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdasarkan
Qanun tentang khalwat sebagai implementasi undang-undang.

Hukuman cambuk tidak hanya diberlakukan bagi pelaku khalwat,
namun juga diberlakukan bagi pelanggar tindak pidana lainnya seperti

meminum khamar, maisir (judi) dan tindak pidana tentang pelaksanaan

13 Tindakan pencegahan, bersifat mencegah.

% Mardani, Penerapan Syariat Islam di Aceh.( Yogyakarta:Pustaka Pelgjar
2010), him.193.



Syariat Ilam bidang Agidah, Ibadah, dan Syiar Ilam. Dalam Qanun
tersebut ada lima macam perbuatan yang dipandang tindak pidana
(jarimah), yakni; a) penyebaran paham atau aliran sesat (bidang Aqidah),
b) tidak shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i (bidang
ibadah), c) menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang
tanpa uzur syar’i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), d) makan atau
minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah), €)
tidak berbusanalslami.

Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), jika dilihat
dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal
yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang
dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan
kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibanding Qanun Khalwat. Dalam
Qanun khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua
orang mukallaf*® atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau
tanpaikatan perkawainan.

Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil”'® yang merupakan
perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP

perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika

> Mukallaf adalah orang dewasa atau baligh yang telah menjadi subyek hukum
Allah.

16 Seperti melukis, menggambar, menuliskan kata, yang dapat membangkitkan
birahi.



dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup
tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang
pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain
untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan
timbulnya birahi orang lain.

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi
hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat
umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum
pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga
orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan
yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan
mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi
orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan
dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan
pada Qanun khalwat, tujuan larangan khalwat salah satunya adalah
melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang
mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

Perbandingan antara Qanun Khalwat dalam peraturan daerah
(perda) Aceh dan pelanggaran asusila dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) itu menunjukkan bahwa secara materil pengaturan
khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang undangan di
atasnya. Bahkan dalam dasar keputusannya (konsideran) Qanun tersebut

tidak disebutkan. Beberapa Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh tentu



saja mendapat kritikan dari berbagai pihak terutama Qanun yang mengatur
tentang khalwat, hal yang sering terjadi pada kasus bersunyi-sunyian yang
bukan suami istri sering dihakimi oleh masyarakat Aceh tanpa melaui
proses persidangan terlebih dahulu.

Ha yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah
mengapa penerapan Qanun Khalwat sampal saat ini masih kontroversial
dalam penerapannya. Kemudian apakah jenis-jenis tindak pidana yang
diatur dalam Qanun Khalwat No 14 tahun 2003 tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional (KUHP) yang
sampai saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka hukum khalwat di
Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun no 14 tahun 2003 merupakan
gagasan yang menarik untuk diteliti serta dikaji, dengan demikian penulis
menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dari
penelitianini, yakni ;

1. Apayang melatarbelakangi munculnya Qanun khalwat ?

2. Bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang
Khalwat/mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran asusila Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

3. Bagaimana perbandingan antara khalwat dalam Qanun No 14 Tahun

2003 tentang Khalwat/mesum dan pelanggaran asusila dalam Pasal
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532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) .

. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah :
Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyusunan Qanun
khalwat.
Mendeskripsikan apa sgja yang menjadi ketentuan khalwat dalam Qanun
No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang
Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menganalisis persamaan dan perbedaan hukum khalwat dalam Qanun
No.14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang
Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kegunaan
Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan tentangilmu hukum
Islam serta berguna untuk mengembangkan materi hukum dalam bidang
perbandingan.
Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat dimbil oleh
pemerintah pusat Indonesia terhadap Propins Aceh yang mempunyai

perbedaan dari segi hukum.
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c. Bahan kgjian ilmiah bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum untuk
melihat alternatif pertimbangan penerapan hukum yang berbeda dari yang

diterapkan secara umum di wilayah Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan
rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi sekaligus
meletakkan  kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan
terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah
mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Di
antara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang
Hukum, yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, Yogyakarta: Fakultas
Syariah UIN Sunan kalijaga, 2007.Vol.41, No. 1.2007"" ini merupakan
sebuah referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan
syariah Ilam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasiona yang
menaunginya. Tulisan ini juga berfungsi untuk memberi gambaran
tentangmekanisme penerapan syariat 1slam di Aceh yang merupakan hal
baru dalam penerapannya di wilayah Indonesia. Isi dari tulisan ini antara
lain otonomi dan problematika hukum di Aceh, tugas dan kewenangan
Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat 1slam di Aceh mengenai

asas personal atau teritorial.

1 Jurnal Asy-syir'ah, Vol. 41, No. 1 thn 2007, ( Y ogyakarta: fakultas Syariah),
him.1-24.
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Eksistens Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun
Propinss Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Syari’ at 1slam Bidang Agidah, Ibadah, dan Syari’at).’® Karya
ilmiah yang ditulis oleh Epon Ekanedi, skripsi tidak diterbitkan Fakultas
Syariah, UIN Sunan kalijaga Y ogyakarta pada tahun 2006 ini menjelaskan
tentang bagaimana pelaksanaan hukum cambuk yang di berlakukan di
Aceh. Penelitian ini bersifat pustaka (library), adapun fokus penelitian ini
idah kajian terhadap perkembangan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat terkait pada Qanun nomor 11 tahun 2002 dan Qanun yang
berkaitan dengan penerapan hukum cambuk di Aceh.

Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah Umur
(Studi Kasus di Banda Aceh).’® Karya ilmiah yang ditulis Azahri, skripsi
tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan kalijaga Y ogyakarta pada
tahun 2010 ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku
khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur
penanganan kasus khalwat anak yang di atur dalam Qanun Nomor 14
tahun 2003. Sebagaimanayang di atur dalam Qanun bahwa hukuman bagi
pelaku khalwat adalah ‘uqubat cambuk, namun dalam hal ini yang

melakukan anak di bawah umur, maka perlu adanya penangan khusus

'8 Epon Ekanedi, Esistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qonun
PropinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentangPelaksanaan Syari’at
Islam Bidang Agidah, Ibadah, dan Syari’at), Yogyakarta Skripsi tidak diterbitkan.
Fakultas Syari’ ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Y ogyakarta, 2006.

19 Azahri, kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah umur
(Studi Kasus di Banda Aceh), Y ogyakarta skripsi, Yogyakarta skripsi tidak di terbitkan.
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Y ogyakarta, 2010.



13

berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak di cambuk namun diberikan
pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak di bawah umur.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka
penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada.
Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindak pidana bagi pelanggar
Qanun khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini khusus
membahas tentang pelanggaran khalwat tersebut, Kemudian di
komparasikan antara Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum
dengan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang dianalisis dari dasar yuridis, sosiologis dan
filosofis pada saat legislasi Undang-Undang tersebut.
E. Kerangka Teoritik

Khalwat secara etimologis ‘khulwah’ berasal dari kata khala’ yang
berarti*sunyi’ atau ‘sepi’. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk
keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang
lain. Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang
pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari
pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat
maksiat.”

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan
keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan

sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta : Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), him. 898.
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mahram dari pihak laki-laki atau perempuan.?! Berdasarkan pengertian di
atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan
muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun
keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar gjaran Islam, sebab
larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya. Sebagaimana

yang telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Isra;

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina; dan (b)
segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya
adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut
dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.

Sedangkan zina merupakan hubungan kelamin antara pria dan
wanita yang tidak dihalalkan oleh syara. Ancaman hukumannya adalah
didera/dicambuk seratus kali. Ancaman hukuman ini dapat diterapkan
apabila ada bukti yang kuat yaitu ; persaksian empat orang laki-laki yang
dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan zina itu dan
pengakuan dari pelakunya yang benar-benar dapat meyakinkan
kebenarannya. Beberapa penjelasan di atas memberi pengertian bahwa

sesungguhnya hakikat khalwat itu adalah adanya kemungkinan terjadinya

2l Adapun mahram di dalam Al-Quran adalah ibu, anak perempuan, saudara
perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak
perempuan dari saudara laki-laki,anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang
menyusui, saudara perempuan sepenyusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya
telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri (QS. 4. 23).
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perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan bila mereka saling
berduaan, baik dalam kondisi rama (hotel, rumah, pasar atau tempat
lainnya) maupun di tempat sepi.

Sedangkan Al-Qanun berasal dari bahasa yunani (kanun) dan
diserap ke dalam bahasa arab melalui bahasa yunani, pada asalnya kata ini
berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma,
undang-undang, peraturan atau hukum.? Dalam bahasa arab Qanun
atinya membuat hukum (to make law, to legislate). Daam
perkembangannya, ganun berarti hukum (law),peraturan (rule,regulation),
undang-undang (statue,code). Dalam konteks pemberlakuan Syariat 1slam
di Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun adalah peraturan perundang-
undangan sgjenis peraturan Daerah Propins atau Kabupaten/Kota yang
mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.?®

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
(UUPA) dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan
otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara
pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua
lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah legal drafting (pembuatan peraturan

perundang-undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta : Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), him. 1439.

% Sirgjuddin, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
Pasca Reformasi , him. 74.
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dengan penyigpan naskah akademik, inventarisass masalah dan
penyusunan sistematika. Ketiga langkah ini tidak mesti berurutan, boleh
sgja sekali jalan bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap
tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang
dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang
sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan
terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan team
penyusun (drafter) sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan
eksekutif, dalam pembahasan intern legidatif (DPRD dan MPU) atau
dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan
dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses
sosialisasi melalui media massa.®

Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan
perundang-undangan yang berbasis Syariat |slam pada masa kini dan masa
depan, bukan kebutuhan masa lalu. Qanun disusun bukan dengan tujuan
untuk membawa masyarakat mundur ke masa sahabat pada abad ke-7
masehi atau masa kesultanan Aceh.

Proses legislative drafting, diperlukan landasan yang melipuiti:
landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan aspek yuridis

dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesual

2 bid..nim. 78.
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tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis

meliputi tiga hal:

a. Kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan,

b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan
materi yang diatur,

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulas harus
mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis
ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai
bertentangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya adat istiadat.
Sedangkan secara filosofis, produk hukum harus mencerminkan sistem
nilar maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku
masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar produk hukum yang
diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah
masyarakat, misalnya agama.”

Dalam pembahasan ini penulis mengkomparasikan antara Qanun
(perda di aceh) dan KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang
menjadi sumber formal serta peraturan utama hukum acara pidana
Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berbentuk sgjak tahun
1915 (dalam bentuk kodifikasi), melaui S.1915 N0.732 KUHP ini mulai
berlaku sgjak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan

Belanda. Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku mulai

% Sirgjuddin, dkk., Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Malang: Corruption Watch, 2008),
him.131.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (sudah diubah dan disesuaikan
kebutuhan masyarakat Indonesia). Kemudian KUHP dinyatakan berlaku
umum (unifikasi hukum pidana). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 (29 September 1959). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan WvS
Negeri Belanda. WvS bersumber dari Hukum Romawi. Jadi sumber
K UHP sebenarnya dari Hukum Romawi.®

Sistematika KUHP terdiri atas tiga buku.

a. Bukul : Mengatur ketentuan umum, terdiri atas 9 bab, tiap bab terdiri
atas berbagai pasal yang jumlahnya 103 Pasal (pasal 1-103).

b. Buku Il : Mengatur tentang kejahatan terdiri atas 31 bab dan 385 Pasal
(pasal 104-448).

c. Buku Il : Mengatur tentang pelanggaran terdiri atas 10 bab yang
memuat 81 Pasal (pasal 449-569).

Adapun kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi,
yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya
KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP
tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat
(1) KUHP yang berbunyi: “Semua perbuatan tidak dapat dihukum selain
atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum
perbuatan itu terjadi”. Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi

positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan

% Kusnu Goesniadhie, Tata Hukum Indonesia ( Malang : Nasa Media, 2010),
him. 137.
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dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan berlakunya KUHP
yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam Pasal 2 ayat (9) KUHP.*

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan 2.
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara
jenis, hierarki dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan
dan kehasilgunaan 6. Kegjelasan rumusan 7. Keterbukaan (pasal 5 UU RI
Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan).

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat
kepada bentuk peraturan perundang-undangan sgja, melainkan juga
menelaah materi muatannya. Penulis juga akan mempelgari dasar
ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis
undang-undang (perda Aceh) tersebut. Untuk memahami dasar ontologis
undang-undang, penulis mengacu pada latar belakang lahirnya undang-
undang tersebut.

Undang-undang merupakan hukum yang tertulis, dalam Islam juga
mengenal adanya hukum Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang
terkandung dalam magasidu syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan
dan kepentingan serta kebahagiaan umat manusia (baik sebagai individu
dan sebaga masyarakat), dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat

kelak.

27 \bid., him. 137-138
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Untuk mencapal tujuan-tujuan yang disyaratkan tersebut, Islam

datang membawa hal-hal berikut:

a

Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa
prinsip yang kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan
menolak kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara
hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli
untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa
dan kasus-kasus baru. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar-dasar
umum tujuan disyariatkannya agama Islam.

Dasar-dasar gjaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip
mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia
menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabilaindividu menjadi baik,
masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik.

Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan
konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam
kehidupan dunia dan akhirat.

Beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama sebagai

tujuan dari pembentukan hukum Islam ( magasidu syari’ah) adalah :

a

b.

Memelihara kemaslahatan agama.
Memelihara kemaslahatan jiwa.
Memelihara kemaslahatan akal.

Memelihara kemaslahatan keturunan.
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e. Memeliharakemaslahatan harta.?®

Dari sgjumlah perangkat hukum di atas, Qanun tentang khalwat
masih belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Di tingkat
implementasi pun masih menjadi kontroversi dan kendala. Terkait masalah
Qanun khalwat, maka penulis melakukan penelitian tentangpermasalahan
khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam di tinjau dari Qanun Nomor 14
tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan kitab undang-undang hukum
pidana Indonesia (KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.

Dalam metode pendekatan yang digunakan penulis menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan
dengan menggunakan legislas dan regulasi. Karena referens utama
dalam membahas isu khalwat ini menggunakan Undang-undang (Qanun)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian
penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative
Approach) yakni pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan
perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Aceh (Qanun) dan
kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP). Sudah barang
tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang
tersebut tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaaan doktrin yang

digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebuit.

% Sirgjuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia ( Y ogyakarta:Pustaka Pelgjar,
2008), him.48.
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F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.Agar tercapai
maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka ( library
research ), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data yang
diperoleh dari literatur yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yakni
khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dikaji dalam Qanun Nomor 14
tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).
2. Sifat penelitian

Sifat  penditian ini  deskriptif-analitiskomparatif, yaitu
menguraikan atau menjelaskan pokok permasalahan yang penulis teliti
kemudian dibandingkan melalui proses analisis.
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Pendekatan undang-undang (statute approach)® yaitu pendekatan

yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkut
dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

# Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986),
him. 5.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), him. 93.
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kesesuaian antara Qanun khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam
dalam Qanun No 14 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.
2) Pendekatan komparatif (Comparative Approach)® yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau perda
dengan undang-undang yang lain mengenai hal yang sama
Pendekatan komparatif di sini maksudnya untuk membandingkan
antara Qanun (undang-undang) Nomor 14 tahun 2003 di Nanggroe
Aceh Darussalam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia (KUHP).
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data
yang menjadi sumber yang akan dikgji, baik primer maupun sekunder.
Sumber primer adalah peraturan perundang-undangan,yakni Qanun
(peraturan perundang-undangan) mengenai hukum khalwat di Aceh dan
KUHP mengenai pelanggaran asusila. Selebihnya penulis membutuhkan
sumber sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah
buku-buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal-jurnal hukum,* disamping
itu juga kamus hukum, putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini
memberikan arah (petunjuk) kepada peneliti kemana peneliti akan

melangkah.

3L bid., hm. 95.

% Skripsi yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Isam di Aceh, jurnal

hukum Asy-Syir’ ah, termasuk yang on-line.
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5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping
kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian.**Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif di sini adalah
proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu
fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu
peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang
bersangkutan (prediksi).** Jadi teori yang ada yang berkaitan dengan
hukum khalwat dalam Islam digeneralisasikan dengan kebenaran tentang
hukum khalwat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam analisis data penulis juga menggunakan analisis komparatif
yang merupakan suatu metode dan penelitian hukum. Anaisis ini
bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum,
yakni hukum khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 dan hukum khalwat
(pelanggaran asusila) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) di Nanggroe Aceh Darussalam dari segi metode dan materi

hukum.

% Analisis dataini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur
bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan
menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk
memahami maknanya. Lihat Radjasa Mu' tasim,””Metode Analisis Data’” ddam M. Amin
Abdullah,dkk., Metodologi Penelitian, him. 218.

¥ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2009),
him. 40.
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G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan disgjikan dalam skripsi
agar lebih terarah pembahasannya maka penulis membagi pokok bahasan
menjadi lima bab. Sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai
berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar
belakang untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bagian ini
memaparkan tentang hukum khalwat di Nanggroe aceh Darussalam, dari
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang Qanun di Nanggroe
Aceh Darussalam yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni: pertama
Segjarah dan Dasar Pembentukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam,
Kedua Sumber Pembentukan Qanun di NAD, Sub ketiga Jenis-jenis
Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.

Bab ketiga, penulis mengarahkan pada masalah gambaran Tindak
Pidana Khalwat dalam Qanun dan KUHP yang terbagi menjadi dua sub
bahasan yakni: Sub pertama mengenai Khalwat dalam Qanun No 14
Tahun 2003 tentang Khawat/mesum, Sub kedua mengenai Pelanggaran
Kesusilaan Pasal 532-536 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia (KUHP).

Bab keempat merupakan analisis komparatif mengenai Tindak

Pidana khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun No 14 tahun
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2003 dan pasal 532-536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
(KUHP) yang terdiri tiga Sub Bab. Sub Bab pertama tentang Ruang
Lingkup Perkara yang diatur, Sub Bab kedua tentang Jenis Hukuman yang
Berlaku, Sub Bab ketiga penulis menganalisa Titik temu serta Relevansi
kedua permasalahan tersebut guna merespon letak persamaan dan
perbedaan mengenai hukum khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam
dengan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan,

saran-saran dan kata penutup.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang melatarbelakangi munculnya Qanun Nomor 14 Tahun
2003 tentang Khalwat/mesum yakni adanya Keistimewaan dan Otonomi
Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi
Nanggroe Aceh Darussdam yang di dasarkan pada Undang-undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain di bidang Pelaksanaan Syari’ at
Isam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan
masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera, adil serta Islami untuk
mencapai ridha Allah.

Perbuatan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar
yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat
istiadat yang berlaku dalam masayarakat Aceh karena perbuatan tersebut
dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Berdasarkan latar
belakang tersebut maka dianggap penting untuk membentuk Qanun
tentang Larangan Khalwat/Mesum. Dengan munculnya Qanun Khalwat
dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga berdasarkan prinsip rakyat Aceh

yang lebih mengutamakan norma-norma keislaman.

94
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Ketentuan dalam Qanun Khalwat/mesum Nomor 14 tahun 2003
dijelaskan bahwa pengertian khalwat adalah perbuatan yang dilakukan
oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau
bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan
terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada
tejadinya perbuatan perzinaan. K etentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14
tahun 2003 yakni perkembangan peraturannya, khalwat/mesum tidak
hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang
lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di
tempat-tempat lain, misalnya dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana
laki-laki dan perempuan berdua-duan tanpa ikatan nikah atau hubungan
mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan
zina dan dapat merusak kehormatan seseorang. Yang dimaksud dengan
perbuatan yang merusak kehormatan adalah setiap perbuatan yang dapat
mengakibatkan aib bagi si pelaku sendiri maupun bagi keluarganya.

Sementara ketentuan dalam KUHP Pasal 532-536 tentang
Pelanggaran Asusila, hal-hal kecil seperti menyanyikan lagu-lagu yang
melanggar kesopanan, memperlihatkan gambar atau benda yang mampu
membangkitkan nafsu birahi dan sebagainya, yang merupakan perbuatan
asusila juga mendapat hukuman. Namun demikian, keduanya tetap
memiliki perbedaan orientass hukum. Perbuatan khalwat akan tetap
ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat

tertutup. Sedangkan pelanggaran asusila dalam KUHP mendapat hukuman
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ketika dilakukan di tempat umum, dan ketika dilakukan di tempat tertutup
tidak terkena tindak pidana. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat
adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga
orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan
yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan
mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Sementara manfaat bagi
orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan
dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Perbandingan antara aturan Qanun khalwat dalam Qanun Nomor
14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536
tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup
perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut
persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003
dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada
segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya
terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan
hukum Qanun tersebut.
B. Saran

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk
mengkomparasikan dan mendiskripsikan tentang hukum khalwat di tinjau
dari aspek hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan
masyarakat Aceh dengan peraturan yang ada di dalam KUHP Pasal 532-

536 tentang Pelanggaran Asusila. Berdasarkan penelitian, hal-hal yang
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menarik untuk diteliti permasalahan Qanun-Qanun (peraturan daerah) di
Aceh yaitu Pemerintah daerah untuk segera membuat Hukum Formil
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam) guna mengatur
proses penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di Propins Aceh agar
Qanun-ganun yang bersumber dari Syariat Islam dapat diterima secara

luas di Nanggroe Aceh Darussalam.
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Lampiran 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

Halaman

Terjemahan

14

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

65

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan,
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

66

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasechatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
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